PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN LUMBIR

JI.Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telepon (0281) 5700149, Email lumbir@banyumaskab.go.id,
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR
NOMOR : p{ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT LUMBIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan
langsung di Kecamatan Lumbir Tahun Anggaran
2026 dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada
Kecamatan Lumbir;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf
h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan
untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Camat Lumbir selaku
Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 73);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16

11.

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 22);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68-Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018 Nomor 68);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2025, sebagai berikut:

Nama : MUJIONO, SH

Pangkat/Golongan : Penata /Illc

NIP : 19811115 200502 1 005

Jabatan : Kasi Pelayanan Kecamatan Lumbir
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

¢. melakukan E-Purchasing yang bernilai paling
banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah bertanggungjawab kepada Camat Lumbir
Kabupaten Banyumas.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Camat Lumbir ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumbir
Pada tanggal 02 Januari 2026




